DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI VDPRRI

(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)

Tahun Sidang
Masa Sidang
Rapat

Jenis Rapat
Hari/Tanggal
Sifat

Pukul
Tempat

Acara
Ketua Rapat
Sekretaris

Hadir Anggota
Hadir Mitra

PENDAHULUAN

2016 - 2017
I
Ke -
Rapat Kerja
Rabu, 7 September 2016
Terbuka
10.10 WIBs.d 14.10 WIB
Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V),
Gedung Nusantara DPR RI.
Pembahasan RKA K/L Kementerian/Lembaga mitra kerja Komisi
V DPR Rl dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2017
Ir. Fary Djemy Francis, MMA
Dra. Prima MB. Nuwa, Msi
dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI
Menteri Perhubungan beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka

untuk umum.

2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri
Perhubungan pada hari ini adalah pembahasan RKA K/L Kementerian/Lembaga mitra kerja
Komisi V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2017.

3. Ketua Rapat mempersilakan Menteri Perhubungan untuk menyampaikan paparan dan

penjelasannya.

4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan

pertanyaan dan tanggapan.
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KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Kementerian Perhubungan terhadap alokasi anggaran
unit organisasi, fungsi dan program dalam RAPBN TA 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Dalam Ribu Rupiah
No, | KEMENTERIANPROGRAWUNIT | pAGUKEBUTUHAN | PAGUANGGARAN | KEKURANGAN -
M e RARBN TAT2017 e

Kementerian Perhubungan 107.160.093.666 48.732.194.980 58.427.898.686
Sekretariat Jenderal
(Program Dukungan Manajemen Dan

1. | Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1.011.825.235 526.832.963 484.992.272
Kementerian Perhubungan)
Inspektorat Jenderal
(Program Pengawasan Dan Peningkatan

2 Akuntabilitas ~ Aparatur ~ Kementerian 104.283.657 90.310.512 13.973.145
Perhubungan)
Ditjen Perhubungan Darat

3. | (Program Pengelolaan Dan 13.031.644.285 4.522.320.200 8.509.324.085
Penyelenggaraan Transportasi Darat)
Ditjen Perhubungan Laut

4. | (Program Pengelolaan Dan 20.048.853.032 11.662.267.615 8.386.585.417
Penyelenggaraan Transportasi Laut)
Ditjen Perhubungan Udara

5. | (Program Pengelolaan Dan 17.820.390.000 9.306.554.525 8.513.835.475
Penyelenggaraan Transportasi Udara)
Ditjen Perkeretaapian

6. | (Program Pengelolaan Dan 46.561.065.641 18.031.436.997 28.529.628.644
Penyelenggaraan Perkeretaapian)
Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan

7., (Program Pengembangan Sumber Daya 7.896.147.863 4.347.865.168 3.548.282.685
Manusia Perhubungan)
Badan Penelitian dan Pengembangan

8. | (Program IPenelltlan Dan Pengembangan 267.883.963 124.163.000 143.720.963
Kementerian Perhubungan)
Badan Pengelola Transportasi

9. | Jabodetabek (Program  Pengelolaan 418.000.000 120.444.000 297.556.000

Transportasi Jabodetabek)

Selanjutnya Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan akan memperjuangkan kenaikan
pagu anggaran yang diusulkan untuk membiayai program-program prioritas  sesuai dengan
mekanisme pembahasan anggaran di Badan Anggaran DPR RI.

Komisi V DPR Rl meminta Kementerian Perhubungan untuk menyesuaikan alokasi Pagu

Anggaran belanja dalam penyusunan program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN TA 2017
berdasarkan usul dan pendapat Komisi V DPR RI dalam memperjuangkan program pembangunan
untuk peningkatan kesejahteraan rakyat termasuk program pembangunan yang merupakan
aspirasi daerah pemilihan anggota Komisi V DPR R, sebagaimana yang diatur dalam Undang-
Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

pada Rapat Dengar Pendapat

PENUTUP
Rapat ditutup pukul 14.10 WIB.

MENTERI P

BUDI KARYA SUMADI

mendatang.

Jakarta, 7 September 2016
BUNGAN,

KETU PAT,

FARY DJEMY ERANCIS

Komisi V DPR RI sepakat dengan Kementerian Perhubungan untuk melanjutkan pembahasan
alokasi anggaran untuk fungsi dan program masing-masing unit Eselon | dalam RAPBN TA 2017




